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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang - Dasar Negara:;-_

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun- 1956 t@ntang'f |
Pembentukan Daerah-Daerah . Otonom - - Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan: Seiatan _daﬁn_';'f.. L
Kalimantan Timur (Lembaran Negala : Repubhk_'_'-_’-_";._'-- .
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahaﬂ i

Lembaran Negara Republik Indonesia Namar 1 106)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun- 2003 tentangl;fj':.

Sistemm  Pendidikan Nasional (Lembaran Negarai_'i e =E
Republik Indonesia Tahun 2003 . Nomor =78, :
Tambahan Lembaran Negara - Repubhk Indoncsm

Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ‘E:entang-_f.f :
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repubhk",ﬁ._ f-_:f_j: RN N
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahaﬁ

Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5038)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang:ff
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negaia Repu‘bhk B
Indonesia Tahun 2014 Nomor "_-;6 Tambahan’ Sen

Lembaran Negal a Repubhk Indonema Nomor 5494)

Undang~Undang Nomor 23 Tahun 2014 temangf_imw S
Pemerintahan Daerah- (Lembaréu} Negaza Repubhh_*_';ﬁ SUnE
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahari_-{f-’-'_'f-:-_Z:_:_f.355'{'5':.5_
Lembaran Negam Republile’ Indonesxa Nomor 5887) oo s
sebagaimana telah diubah beber apa kah dan terakhir -
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahttn 2()2(}:-_”" Gt e

tentang Cipta Kerja (Lembaran Nega;za Repubhk-_
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan;f
Lembaran Negara Repubhk Indonesza Nomor 657 3) '
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten*i:ang'_';
Perangkat Daerah (Lembaran Neaala Repubhk_;_

Indonesia Tahun 2016 - Nowmor | 114, Ta:mbahan::f-
Lembaran Negara Republik Indonestta Nomm 5887):;..'_-_.'::-':"_’
sebagaimana - telah - diubah dengan Peraturan o
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang_?__ S
Perubahan Atas Peraturan Pemerirtah }\iemor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaraﬂ
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomar 187,
Tambahan Lembaran Negara - Repubhk Indoneszlaf-f,_.__‘3.:__::

Nomor 6402);




10.

11.

12.

13.

14.

N

Peraturan Pemerintali- Nomor 11 Tahun 201’7_- ERa
Tentang Mansdjemen Pegawai Negen Sipil’ (Lembaianf'_;'
Negara Republik Indonésia Tahun 2017 Nomor 63, = .|
Tambahan = Lembaran Negara Repubhk Indonesmﬁ? Sl
Nomor 6037) sebagaimana "telah diubah - dengan = .
Peraturan - Pemerintah “Nomor 17 Tahun 2020
Tentang Perubaha:n Atas Peratumn Pememmah“_'_j T
Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Managemen Pegawai .
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonefs]a:'-:f;:f-- S
Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara?_ O
Republik Indonesia Nomor 67); F e
Peraturan Pemerintah “Nomor . 101 T’Lhun 2000)_}-::'_.”” -
tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabata:a Pegawar : S
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik | Indonesia =~
Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran‘_ e
Negara Repubhk Indones&a Nomar 4019) N
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahiin 2010 tentaﬂgi_'_'_f =
Grand Design Reformasi Blrokrasz 2010- 2025 e
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentanbf?jz-z.-.:-'""'” e
Sistem Akuntabilitas Kmerja Ins’cansi Pemermtah}_
(Lembaran Negara Repubhk }indones;la Tahun 20]4}_
Nomor 80); : ST
Peraturan Menteri Pen&ayagunaan Aparatm Negara
Dan Reformasi Bnokra& ‘Nomor. 17 Tahu '
Tentang Penyeta:a aan  Jabatan Adn'm'llstza
Jabatan Fungsional = (Berita - N@gara Répubiii ;
Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) o B

Peraturan Menteri Pendayagunaan Apal a‘tm" : Negara.{-
dan Reformasz Birokrasi ‘Nomior 25 Tahu.n 202
tentang Penyederhanaan Stzukéur Orgamsa31 Pada';
Instansi - ‘Pemerintah ‘Untuk Penyederhanam _
Birokrasi (Ber‘ita Nesara Repu‘bh}c Indonesaa Tahuz
2021 Nomor 246); :

Peraturan - Daerah Nomor 8 Tahun 2616 ten*i:arl
Pembentukan ' dan - Susunan Perangkat ‘Daerah
Provinsi Kaiﬁnaﬂtan Bar at (Lemba;an Daeral
Provinsi Kahmantan Barat” Tahun 2016 N{)mor 8
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kahm atan
Barat Nomor 6). sebagazmana telah’ eimbah bebelapf‘
kali dan terakhir dengan Peraturan. Daerah NDZ’I}(}I S5
Tahun 2021 tentang. - Pembahan Kedua Atas’
Peraturan Daerah Nomoz 8 Tahun 2616 tentangf
Pembentukan -dan - Susiinan Pelancrkat Daerah”f
Provinsi Kalimantan. Barat (Lembaran Daer
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5,
Tambahan 'Lembaran - Daerah P1 ovmsz Kahmaﬁtan?
Barat Nomor 53); R - :




“d -
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TE:NTANG KEDUDUKAN

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNQ::SI SERTA-;TS

TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan | peme“mahwj_g S
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut - e
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan - prmszp Otongml Seluas,_;_}_.__iz.::';._ S
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republilc Indones;a’.f.-_f_' RS
sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Repubhk R

Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagal UNSUr penyelenggazaff_ﬁ S
Pemerintahan  Daerah  yang memimpin pelaksanaan ur usan_z._ s '

pemerintahan yang menjadi kewenangan Prown31 Kalimaﬁtaﬁ Barat
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. ' B

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provmm Kahmantan Bamt

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia selan;utnya dzsmgkatf:;f'- I

BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusza Prevmsi"'
Kalimantan Barat. e _ . S

7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya. Manusm yaztu selan;umya}. :

disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembanwan Sumbex .

Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat.

8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana k@glataﬁ telmlc{g_f':
operasional dan/atau kegiatan telmis penum&mg pada - E%aciaﬁ_:_'_-f-:___ﬁ_j.'_f."'_'

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kahma},ltan Barat

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya dzsmgkat ASN adaiah profesz bagl'_f : A

pegawai negeri sipil dan pegawai pemermtah dengan per}amlan ker_;a-_f
vang bekerja pada instansi pema intah. : S

10. Pegawai Aparatur 81p11 Negara yang selaﬁgutnya dxsebut Pegawau ASN e
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemenntah dengan- perjanjian -
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian ‘dan diserahi:
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diseérahi: tugas negara. o ¢

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan per undamg~undangan

11. Pegawai Negeri Sipil yang seianjutnya dlsmgkat PNS adaiah warga n&g&ua* .
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dlangk:at sebagai Pegawai ASN

secara tetap oleh pejabat pembma Lepegawaian untuk mendudulﬂf:f s
jabatan pemerintahan. _ S
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12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan - -
tugas Dberkaitan dengan pelayanan publik serta adminiStrasi
pemerintahan dan pembangunan.

13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jaba‘vm |
Administrasi pada instansi pemerintah. :

14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fung&n dan S
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada' R
keahlian dan keterampilan tertentu.

15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan' S '.
Fungsional pada instansi pemerintah, '

16. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatarn- Fungsmnal yaﬂg
selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat .
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melaluz E '
Penyesuaian/Inpassing pada jabatan fungsional yang setara.

17. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil yang Selaﬁgutnya disebut L
Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar me13g&3ar daiam rangka ST
meningkatkan kemampuan aparatur. : S

18, Tenaga kediklatan adalah pengelola pendidikan 'é:lan peiaﬁhan

penyelenggara pendidikan dan pelatihan, dan -Widyazswaia/ teﬁaga S
pengajar lainnya. : :

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

BPSDM Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Kepala Bada;a vang.;: B

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Guben'mr melaim
Sekretaris Daerah. _ :

BAB 111 R
TUGAS DAN FUNGSI SERTA - SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 3 _
BPSDM mempunyai tugas membantu Gubernur meiaksanakan urusan.
penunjang urusan pemerintahan yang menjadi I{ewerzmgan daerah dan

tugas pembantuan di bidang pengembangan sumber daya manusm sesua1 S
peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalaimn Pasai 3, BPSDM
menyelenggarakan fungsi:

a. perurnusan program kerja di bidang pengembangan- sumber daya
manusia; -




d.

Jombn
b3

(1)

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayaf; (1) huruf a' R M
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perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan
sumber daya manusia; L .

pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusm S o
penyelenggaraan kegiatan unsur penunjang urusan .peme_nntahan : _c'h S

bidang pengembangan sumber daya manusia sesuai Ketentuan =
peraturan perundang-undangarn; I RS e
pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang ---peﬁgémb'angan} .
sumber daya manusia; ' el

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pel&ksanaan ’zugas d1
bidang pengembangan sumber daya manusia; ST L
pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabihtas Kmez Ja Instaﬁsz
Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di hngkungarz BPSDM |
pelaksanaan administrasi BPSDM; dan _ :
pelaksanaan fungsi lain dan tugas: pembantuan yang dibel ﬁ{an oieh

Gubernur di bidang pengembangan sumber daya - manusrta sesuarj Rere

ketentuan peraturan perundang-undangan. .

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi BPSDM Provinsi Kalimantan Bearat terdmdam : =

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat; i _
c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penveioiaan Kelembagaan
4 _

Bidang Pengembangan Kompetenm T ekms

e. Bidang Pengembangan Kompetens1 Manajerlai dan Fungszonai o

f.  Unit Pelaksana Teknis; dan

g. Kelompok Jabatan hungsmnal

Susunan Organisasi BPSDM Provinsi ixahmantan Balat Sebagaimana -

tercantum pada Lampiran yang mempakaﬂ bagzan tzdak terplsahkan
dari Peraturan Gubernur ini. : . _ :

Bagian Ketiga
Kepala Badan
Pasal 6

R

mempunyai tugas memimpin, merumuskan mengi{oordmasﬂ{an membma

mengarahkan, menyelenggarakan; mengevaiuas;l dan’ meiapmkan keglatan'_'_. _:_ : L
badan di bidang pengembangan sumber daya manus1a sesuaz ketemtuaﬁ e
peraturan perundang-undangan. - by
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Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 'Kepéla;_.”
Badan mempunyai fungsi :

2.

Ga

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b d1p1mpm'_ eh
oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab B

penetapan program kerja di bidang sertifikasi kompetensi dan
pengelolaan kelembagaan, pengembangan kompetensi teknis, serta
pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional;

perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang - sertifikasi -

kompetensi dan pengelolaan kelembagaan, pengembangan kompetensi
teknis, serta pengembangan kompetensi manajerial dan fungszonal

penyelenggaraan kegiatan di bidang sertifikasi kompetenm g 'zisiﬁ' R

pengelolaan kelembagaan, pengembangan kompetensi teknis, serta

pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional sesuai ketentuan o

peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang sertifikasi kempetenga .'
dan pengelolaan kelembagaan, pengembangan 1{ompetensz teknis, - serta’. -
pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional; P

pembinaan dan pengarahan kegiatan di bidang sertifikasi l{ompetensa-

dan pengelolaan kelembagaan, pengembangan kampeten31 tekms, serta-:'}_" SER .

pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional;

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di hngkungan : |

BPSDM;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyeléﬂg araan kegmtang_f i |
di bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan SR
pengembangan kompetensi teknis, serta pengembangan : kompe{en& (R

manajerial dan fungsional;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pen} eienggalaan*_*:f{_-_' |
reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi: Pemermtah_' P

(SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan BPSDM; _ _
pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaaﬂ denwan_

perumusan kebijakan di bidang sertifikasi kompetensi dan pengeloiaan_f :'_:"ﬁ
kelembagaan, pengembangan kompetensi teknis, serta pengembangan"- v

kompetensi manajerial dan fungsional; dan

pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidaﬁg 'séi'tzfikaér:' i
kompetensi dan pengelolaan kelembagaan, pengembangan’ kompetensr R
teknis, serta pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang-_:‘ e

diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan pemndang»-
undangan. : e

Dagian Keempat
sekretariat

Pasal 8

kepada Kepala Badan.




Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan pemmusan keb}gakan ﬁi SR
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Pasal 9

bidang rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan

evaluasi, administrasi kepegawaian dan umum serta bertanggung;awab

memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan admzms‘tram dz
hngkungan BPSDM. '

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana d1mai<sud dalam Pasal 9

Pasal 10

Sekretariat mempunyai fungsi:

a.
b.

h.

penyusunan program kerja di hngkuugan sekretariat; _ - _
penyiapan bahan dan perumusan  kebijakan di bidang penyusunan-.'

rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset,. momtarzng,evahzaSI,-':'.'3 L

umum dan aparatur;

pengoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rezncana kerja_'_

BPSDM,;

pemberian dulkungan pelayanan administrasi,: umum ---'d'ém ::'apai*ajtliy; SEAI

serta keuangan dan aset di hngkungan BPSDM;

penyelarasan dan kompilasi penyusunan réncana ker}a ch hngkunganf-_f_ |

BPSDM sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan,

penyelenggaraan urusan dan pelayanan di- bzdaﬂg rez:lcana I{elja, 25_.'
pengelolaan keuangan dan’ aset, momtorzng dan evaluasa serta umum_ﬁ,f_
dan aparatur di Imgkungaﬂ BPSDM = sesuai ketentuan peraturan'._:;"3:'_-_"

perundang-undangan;

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsz di lmgkungani-

sekretariat;

pelaporan  terhadap pelaksanaan reformasi b1r01<1a31 Sisi:en"i_'_-.j .ﬁ e
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan pubhk s

di lingkungan BPSDM,;

pemberian saran dan pertimbangan kepdda Kepala. Badan berke.naani o

dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaani_i;"-. S Jid

tugas dan fungsi di lingkungan BPSDM; dan

pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yemg dmerahkan oieh L

Kepala Badan sesuai ketentuan peraturain per Lmdanef—undangan

Pasal 11
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasai 1{} membawah:L
a. Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset; dan R

b. Sub Bagian Umum dan Aparatur.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat ( i);" maszng mas1ng-f}-:::}:_ :{-
dipimpin oleh secrang Kepala Sub Baglan vang' berada dl bawah danil_"_.._'fj-

bertanggungjawab kepada Sekretaris.




Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset sebagalmana dlmaksud ::'
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan"; - _
mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, kKeuangan, aset-_'7_'_ e
monitoring dan evaluasi serta mengendalikan pelaksanaan keglatan sesuai S
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Pasal 12

tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Sub
Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset mempunyai fungsi: SR

a.

b.

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana dzmaic:sud daiam Pasal 11} Sy

penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan"” z

dan Aset;

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan bahfm kebz;ahan':-_:i
teknis penyusunan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset Seria f.'ﬁf RS

monitoring dan evaluasi;

pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsz da |

lingkungan Sekretariat;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai c},engaﬁ Luoas dan’ fungs:t dl"_' S

bidang penyusunan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset;

pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penyusunan mncana SR
kerja, pengelolaan keuangan dan aset  sesuai keten‘maﬁ per&turan ]

perundang-undangan;

pengendalian dan pengawasan terhadap peiai{{saﬂaan tugas dl Sub"_:"-"_"': S

Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset;

pemberian saran dan pertimbangan kepada sekzetans berkenaanff” e
dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan. rencana kerja

pengelolaan keuangan dan aset;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan 1apozar1 teihadap:!:_-_-_:f g
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rencana Iqerga pengelaiaan_-__,-”

keuangan dan aset;

pelaksanaan tugas lain di bidang rencana kerja, keu&mgan dan as;et-" :'- -
yvang diserahkan oleh sekretaris. - e

Pasal 14

ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul, mengolah bahan kebijakan

di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegmtan:f' SET

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud cialam Pasal 14':-5-'..3'

Pasal 15

Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:
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a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Aparatur,

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebljakam c‘h ’bidang-
umum dan aparatur di linglurigan BPSDM; :

c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungai ch__ o
lingkungan sekretariat; :

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungSI d1 i -

bidang umum dan aparatur,

e. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai ketentuan,f '

peraturan perundang-undangan,;

f. pengendalian dan pengawasan tugas di Sub Baglan Umum daﬁ '-
Aparatur; _ -

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretams berkenaan-
dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparamr i

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan ‘i:erhadap_ S

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan apa1 aiur

i pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan aparatur yang dlserahkan L ¥

oleh sekretaris.

Bagian Kelima

Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Pengelolaan Keléﬁibégaiéﬂ _ I

Pasal 16

Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Pengeiolaan Kelembagaan sebagalmana:_;- _';':-'1'_:5
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢, dipimpin oleh seorang Kepala-"{;-'

Bidang yang berada di bawah dan bertanvgung}awab kepada Kepala Ba,dan

Pasal 17

Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Pengeloiaan Kelembagaam mempm"lyal_-}f £ T
tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebgwkan teknis di bidang =

fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bxdang serﬁﬁkasif":_. PR
kompetensi dan pengendalian mutu, pengelolaan keiembagaan dan’ tenag&?-‘f
pengembangan kompetensi, pengelolaan sumber belajar dan’ keijasama-_’};
serta  bertanggungjawab memimpin pelaksanaan’ - seliruh - kegzatan- S
pelayanan serta administrasi di bidang  sertifikasi - kompeterzsx dan ey

pengelolaan kelembagaan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Bldang._-.; : :. : i

Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan mempunyaz fungsu

a. penyusunan program keria di bidang se:tt;tﬁkam kompetensi dan g

pengelolaan kelembagaan;
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b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bzdanﬂ fasﬂltasz '

koordinasi serta pembinaan teknis di bidang semﬁkasz ls.ompetenm darz ;"
pengendalian  mutu, pengelolaan  kelembagaan < dan = tenaga

pengembangan kompetensi, pengelolaan sumber belajar daﬁ kerjezsama .

¢. penyelenggaraan kegiatan di Dbidang fasilitasi, Xkoordinasi- serta. L

pembinaan teknis di bidang sertifikasi kompetensi dan. pengendalian
mutu, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembangan kompetensi,
pengelolaan sumber belajar dan kerjasama sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas déﬂ'fungsﬁ di -

bidang fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang sértifikasi- - o
kompetensi dan pengendalian mutu, pengelolaan ke}embagaan dem'__ .

tenaga pengembangan kompetensi, pengelolaan sumber. _belajar_dan'__ a
kerjasama; o

e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bzdang fasﬂrtasz »
koordinasi serta pembinaan teknis di bidang sertifikasi. kompetenm dan o
pengendalian  mutu, pengelolaan  kelembagaan =~ dan tenaga O

pengembangan kompetensi, pengelolaan sumber belajar da«m kmjasama |
f. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemeizma}l daerah dl

bidang fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di b]dang semﬁkas:a. _
kompetensi dan pengendalian mutu, pengelolaan - kelembagaan da.n SRR
tenaga pengembangan kompetensi, pengelolaan sumber bela;ar dan_ iy

kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang‘undangan

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaanf:-:'_-If;'.':f.-
dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi, koordinasi serta pembznaaj'l_" [t
teknis di bidang sertifikasi kompetensi dan - pengenc’iahaﬂ mutu,-‘_';_- SO E
pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembangan kompete‘nm SR

pengelolaan sumber belajar dan kerjasama;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan peiaporan peiaksanaan iugas dan

fungsi di bidang fasilitasi, koordinasi serta pembinaan tekms di b1dang?-‘_”'? L :
sertifikasi  kompetensi dan pengendahan - muty, perweiolaan ERV R
kelembagaan dan tenaga pengembangan kompetensri pe_nrfel_olaa_n}-:'_'-_j_' M

sumber belajar dan kerjasama; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan i b1dang
sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan yang. dzserahkanf:-. R

oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang undangaiﬁ

Bagian Keenam = |
Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis o
Pasal 19 '

Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis sebagaimana dzmaksuddalam il
Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bn"ian yangbelada S

di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. .
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Pasal 20

Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis mempunyai tugas menyiapkan R
bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang: pengembangan o
kompetensi umum dan pilihan jabatan administrasi, pengembangan’: L
kompetensi inti jabatan administrasi, dan pengembangan kompetenm inti
Jabatan administrasi perangkat daerah penunjang serta bertaﬂggung]awab'_'
memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan serta admnnstras1 da'
bidang pengembangan kompetensi teknis. - ST

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Bidang
Pengembangan Kompetensi Teknis mempunyai fungsi: :

a. penyusunan program kerja di bidang pengembangan kompetensz tekms

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan = teknis - di_ blﬁang ' _
pengembangan kompetensi umum dan pilihan Jaba'tan admzmstra& S
pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi, dan penﬁfembangan SR
kompetensi inti jabatan administrasi perangkat daerah penunjang, R

¢. penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan kompetensz umum’_- S
dan pilihan jabatan administrasi, pengembangan Lompetensi intijabatan .
administrasi, dan pengembangan kompetensi inti jabatan- admnngtrclsrf_
perangkat daerah penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang—_f S
undangan; : -

d. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap peiak:sanaaﬂ tugas fungsz dl'_":-'-.f.:-;:'_._-
bidang pengembangan kompetensi umum dan pﬂzhan jabatan
administrasi, pengembangan kompetensi inti 3abatan admm1stras1 dan. 0
pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi peranﬂkat daez ah AR
penunjang; S Cha

e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan - fungm d1 bldang
pengembangan kompetensi umum dan pilihan jabatan” admmzstrasl, e P
pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi, ‘dan pengembangan L
kompetensi inti jabatan administrasi peranghat daerah penungang,

f. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemermtah daei ah di bzdang_ff-'l' Gab
pengembangan kompetensi umum dan pilihan Jabatan admzmstrasg Rk
pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi, dan pengembangzm
kompetensi inti jabatan administrasi perangkat daerah penunjang sesum S
ketentuan peraturan perundang-undangan; i

g. pemberian saran dan pertimbangan - kepada E&epaia Badan berk@naaﬁ TN E
dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan - kc)mpetensl umum: oo
dan pilihan jabatan administrasi, pengembangan kompetemm inti jabatan S
administrasi, dan pengembangan kompetensi 11'11:1 3abai:ar1 adimms‘i:msz _Ef
perangkat daerah penunjang; _ S

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan:f':-_' S
fungsi di bidang pengembarigan kompeterisi umum dan “pilihan Jabatan} ol
administrasi, pengembangan kompetensi inti jabatan admmzstram danjf S
pengembangan kompetensi inti jabatan admmlstra& perangkat daerah; :
penunjang; S S S
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i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan -di bzdang'-
pengembangan kompetensi teknis yang diserahkan oleh Kepala Badan
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional
Pasal 22

Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsmnal seba almana' -

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang kepala_'_-- o

Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada, Kepala Badan

Pasal 23

Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungszonal mempunyaz 2

tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan tekms i bzdanﬁ_f T

pengembangan kompetensi pimpinan daerah dan jabatan pn‘apmaﬂ tinggd,

pengembangan kompetensi pejabat fungsional dan. pengembangan_f.'__'__f
kompetensi kepemimpinan dan prajabatan .serta bertanggung;awab SR
memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan serta admu‘nstzas; dz RSN

bidang pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam- Pasaji 23, Bldemd e

Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional mempunya1 fungsz

a. penyusunan program kerja di bidang Pengembangan I&ompetensl_;;._l_

Manajerial dan Fungsional;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan tekms : dz bldang_.f} :
pengembangan kompetensi pimpinan daerah dan Ja‘batan p:[mpma.n_?“f" R
tinggi, pengembangan kompetensi pejabat fungsional dan pengembangan [

kompetensi kepemimpinan dan prajabatan;

c. penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan kompetenm p1mpma:ﬂ 8 ':' B
daerah dan jabatan pimpinan tinggi, pengembangan: kompetens1 pegabat‘-’-:.-"* R

fungsional dan pengembangan kompetensi I{epemimpman dem
prajabatan sesuai ketentuan peraturan pmundangundangan : ' -

d. pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fung& dz |
bidang pengembangan kompetensi pimpinan daerah dan jabatan - S
pimpinan tinggi, pengembangan kompetensi ‘pejabat fungsmnal dan‘i'*

pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan:

¢. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dl bldang: 2
pengembangan kompetensi pimpinan daerah dan 3abatan p1mpman'._-__r;
tinggi, pengembangan kompetensi pejabat fungsional dan’ pengembangan' R

kompetensi kepemimpinan dan prajabatan;

# E RN T




Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fuﬁgm Serta T’tta Ker;;a Umtf

Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan Peraturan - Gubemur Sesuai_;ff"f'-”- e
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pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemm intah daerah. di bldang :
pengembangan kompetensi pimpinan daerah ‘dan Jabatan ‘pimpinan

tinggi, pengembangan kompetensi pejabat fungsional dan pengembangan : 3]'_: S
kompetensi kepemimpinan dan prajabatan sesuai 1xetentuan peraturan-f-

perundang-undangan;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan bezkena&n e
dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan kompei:enm p;mpman'; F
daerah dan jabatan pimpinan tinggi, pengembangan kompetenm pe;abat c
fungsional dan pengembangan kompetensi kepenmnpman : daﬁ .

prajabatan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pe}aksanaan mgas dan"’
fungsi di bidang pengembangan kompetensi . pimpman daemh daﬁ____--' B
jabatan pimpinan tinggi, pengembangan kompetensi. peg abat fungsmn ai G

dan pengembangan kompetensi kepemimpinan dan pragabatan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh” Kepaia Badan dz bldang
Pengembangan Kompetensi Mema;eual dan Fungsional : yarzg diserahkan_ T

oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundaﬁg-undanwan

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis

Pasai 25

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana . dzmaksuci daiam Pasal 5 ayat (1) Sl
huruf g, dapat dibentuk . untuk melaksmakan kewatam telmls_-' Sl

operasional atau kegiatan pezmnjang tekriis Badan

Unit Pelaksana Teknis sebageumana dimalksud pada ayai (1) dlpzmpm_}_
oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah' daﬁ bertanggung]awab_.'__ﬁ-_"'_'* gusorE

kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 26

ketentuan Peraturan Perundang—Undangan

(1)

Bagian Kesembilan

Kedudukan dan TugaS:I{eiompok Jabatan Fﬁi‘lgsiéﬁaif. ": e

Pasal 27

Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana eﬁimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf h, vang diangkat berdasarkan peiwetaram Jabatan? SiE
melaksanakan tugas dan fungsi Jabaﬁ:an Admzmst:a&z berkmtan dengan__}_f.ﬂ S

pelayanan teknis fungsional.




(2)

(3)

(4)
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Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan _diiakukan :
sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian: o
terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. o
Kelompol Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada
Pejabat Administrator.

Dalamt masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dﬂakukém' s

penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam .

Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub . -

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi

tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsaonal atau oleh pe;abaf.
pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkannya ‘peraturan -
perundang-undangan yang mengatur tentang Koordinator dan/ atau Sub-

Koordinator Jabatan Fungsional. -
Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta '

pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih: - ;
lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan'{

peraturan perundang-undangan.
Pasal 28

Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum dlaﬂgkat da:n.;' gnieey
dilantik kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetma&n}_"ﬂ T
jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki~

sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan. pes:aturan ST R
perundang-undangan mengenai ketentuan penghasﬁan Penyetaraaﬂ R

Jabatan.

Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan d1duduki dlseialakan 3'.

dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnyea sampai

dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimajaa"
dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih: tmggi, kelas:
Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengakuti peraturaﬂff g
perundang-undangan yang mengatur —mengenai kelas Jabatan._-' E

Fungsional tersebut.

Pasal 20

Kelompok  Jabatan Fungsional  yang diangkat - melalui
penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab' L
secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pegaba‘l.’ SR
Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan deng{m R
pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan 3emangnya 888"113_1 . SRETEE BE

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)":::' _' -
memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang. berdasarkan-

keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan p@ruzldang-"-j e
undangan. _

Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional dztetapkan sesuai ketentuan",”- S

peraturan perundang-undangan.
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BAR 111
KEPEGAWAIAN
Pasal 30

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari P’egawal _
ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan - “peraturari
perundang-undangan. - R

{(2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat ‘dari Pegawa:x :

ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pemtman_

perundang-undangan.

(3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan BPSDM memperha‘i:zkan o -

syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

{(4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi' |

Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan deng&n ketentuan

peraturan perundang-undangan,

(5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan BPSDM disusun ﬁesuaa ketentuan‘_"- 5 I

peraturan perundang-undangan.

Pasal 31 SR

{1} Pejabat  Administrasi yang mengalami Penyet&u aan - Jaba‘tan _' .

melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan I{eg;atan sesiiai

dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatul o
mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku. =

(2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegaatan .
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} merupakan pehmpaha;n sebag glan

kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama Sesuax' -
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. :

(3) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan penﬂfeiolaaﬂ kegmtanﬂ o

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% o
{dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulaftif untuk kenaikan:

pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam

penetapan Angka Kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama”_': e

meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.

BABV
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Pertama
Tata Kerja
Pasal 32

(1) Kepala Badan wajib melaksanalkan tugas memimpin, Iﬁémbnﬂé";;i_'_:' __
mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan membemkan petunjukj o

kerja kepada bawahannya.

(2} Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Adfmﬁlstrasﬁ:l dan

Pejabat Fungsional wajib menmapkan prinsip koordinasi, mtegram dan

sinkronisasi, baik di lingkungan BPSDM maupun antar Pezangka{-':'--
Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. '




(3)

(1)
(2)
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Kepala Badan dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi
pengawasan di lingkungan BPSDM dan mengambil langkah-langkah
yang diperlukan untuk penyvelesaian masalah sesuai ketentuain
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Laporan
Pasal 33

Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan -
memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerahi_-

perihal kebijakan yang ditetapkan.

Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada’ Gubemur - _
melalui Sekretaris Daerah secara tepat walktu yang disusun sesual- o

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Pejabat di lingkungan BPSDM wajib mematuhi kebigakan yang'

ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan peiaksanaan tugas Serta RS
mernberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada” atasan masmg- S

masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima -dai‘i ba'wahaﬁ daﬁ 5

menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam o
memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Badan mekﬂm' T

Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan Lebuakan

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 34

Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dlbebankan pada-; :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lamnya' :

bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaz a.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 35

Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan’ BPSDM dltetapkarzs_;_ S |

oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan peru1*1dang~uradangan

Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di b::dang'_f;__':'
organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan_]ﬂ

organisasi BPSDM sesuai ketentuan peraturan pemndang~undangan _
Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan ker}a ‘sama dalam'.

kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi BPS}I)M sesuai'_"_'-_ﬁ';"-':ﬁ St

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat e
Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan? P

peraturan perundang-undangan.
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang_ e
melaksanakan tugas pada BPSDM tetap melaksanakan tugasnya Sepamang S

belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawalan

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubemur

Nomor 124 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 'I‘uffas;’_f'_-':}_ L
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manuma:_

Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun

2016 Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gube:&nur"_'._ SRR
Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor._' R
124 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Orgamsasz, 'Fugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya’ Manusia -

Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahunf."”
2019 Nomor 100), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dzundz—mgkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturanf kg '_
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Prevmsz SRR

Kalimantan Barat.
Ditetapkan di Pontzanak

pada tanggal ¥v -Suni j' 2021
% GUBERNUR KALEMAE\ETAN BARAT /é

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal “p Funl 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,

e

A, L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR =~~~




.;gmqmﬁ _ _
PERATURAN GUBERNUR ?:ﬂ?aﬁ wmmf
L UNOMORFLE TAHUN 2021 :
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASL, TUGAS DAN
- FUNGS1SERTA ' TATA W KERJA BADAN PENGEMBANGAN -
- SUMBER DAYA ézcwmm PROVINSI KALIMANTAN BARAT . T
e _ o . KEPALA BADAN
.. SEKRETARIAT
m
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
RENCANA KERJA, KEUANGAN UMUM DAN APARATUR
DAN ASET
_ _ |
BIDANG BIDANG BIDANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
DAN PENGELOLAAN KOMPETENSI TEKNIS KOMPETENSI MANAJERIAL
KELEMBAGAAN DAN FUNGSIONAL
1 H 1
1 F ]
[} ! 3
KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL
A GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, £
UPT
— &
SUTARMIDJI




